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ABSTRACT

This legal issue originates from the discourse ostgoning the 2024 general election. The
focus of this research is to analyze the issueooistitutional reason for postponing the
general election and filling the potitions of pesat and vice preside when a postponement
of general election. This research is a normat@aearch, and uses a statute approach and a
conceptual approach. The results of this resedrotv $hat postponing general election can
occur if amendments to the UUD 1945 are made. Asrttlagally, through a constitutional
convention, a legal revolution, or through a prestdl decree.In addition, the postponement
of general elections can lead to legal uncertaamty chaos, one of which is a vacancy for the
positions of president and vice president. Becdheee is not norm of UUD 1945 which
regulates the mechanism for filling the positiohp@sident and vice president, the result is
a legal vacuum. The problem of vacancies in pasitiand legal vacuumcan be overcome by
optimizing the judiciary, namely the Constitutior@urt.

Keyword: Filling the Positions, President and Vice PresideRbstponing the General
Election

PENDAHULUAN
L atar Belakang

Sebagai negara modern, Indonesia menerapkan sysensahan kekuasaan, yaitu
kekuasaan negara dibagi menjadi tiga Lembaga yatiggsmengimbangi dalam suatu
system yang disebut dengan checks and balancagaKeitmbaga negara yang terpisah itu
memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengesisi kedudukan yang sejajar.
Lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif beralhlam garis kedudukan horizontal, yang
hanya tunduk pada aturan hukum negara dalam hdlsebut sebagai konstitusi. Tidak ada

satu Lembaga mengangkangi bahkan mengintervensiakakn kelembagaan yang lain.
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Semua berada dalam kedudukan yang sejajar dengaedpan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

Dalam hukum tata negara kita ada beberapa Lembiaggi negara, format
kelembagaan negara di Indonesia Lembaga tinggiekaekutif adalah Presiden dan Wakil
Presiden, dari legislative ada DPD, DPR, dan MPR&lasgkan dari yudikatif Lembaga
tingginya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah KsstiSemua Lembaga negara dan
format kelembagaannya diatur dalam sebuah konsteisagai hukum tertinggi negara.
Dengan demikian, dapat disebut bahwa Lembaga timggara hanya tunduk dan berada di
bawah kedaulatan hukum atau konstitusi.

Di dalam hukum modern dikenal adanya hierarkhi peamg-undangan. Setiap
peraturan berhubungan dan saling mempengaruhi ssaha lain sehingga menjadi satu
kesatuan sistem yang terintegrasi, istilah ini kéiau dikenal dengan sebutan monisme
hukum. Hierarkhi perundang-undangan juga mempehggrandangan-pandangan hukum
yang sangat mendasar yang kemudian dikenal suasuhagkum lex superiori derogat legi

inferiori’.

Indonesia juga mengenal hierarkhi perundang-uratandgdukum tertinggi di
Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian lebih gedisebut sebagai konstitusi negara.
Konstitusi merupakan suatu hukum tertinggi dalamtisuinegara dan bersifat fundamental
yang mengatur pokok-pokok tatanan penyelenggaregara. Segala bentuk pelaksanaan tata
usaha negara yang tidak berdasarkan atau bertentalemgan ketentuan konstitusi sering
disebut sebagai inkonstitusional sehingga dapatatikan tidak sah secara hukum. Hal-hal
mendasar yang berkaitan dengan pokok penyelenggaregara diatur dalam konstitusi
seperti halnya yang berkaitan dengan bentuk daaukathn negara, kekuasaan pemerintahan

negara, pemilihan umum dan sebagainya.

Konstitusi menurut penganut paham modern disamakamgan undang-undang
dasar' Konstitusi bukanlah undang-undang biasa yangagiten oleh legislatif biasa, tetapi
oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedladnya. Jika terjadi pertentangan norma
hukum dengan yang terdapat dalam undang-undanga Retkntuan undang-undang dasar

itulah yang berlaku.

"Muhammad JunaidiHukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Moderniddsgara Hukum,
RajaGrafindo, Depok, 2018, him. 2
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Pasal 22 E ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihamuadalah untuk memilih DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Apapdailu ditunda maka otomatis
terjadi kekosongan jabatan. Hal yang paling fatilah ketika terjadi kekosongan jabatan
presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggameentahan tertinggi yang memiliki
fungsi eksekutif. Tentu situasi ini akan menimbualkekacauan politik dan hukum.
Berangkat dari sini, kemudian muncullah ide untubngangkat penelitian hukum berjudul
“Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presidennbafial Terjadi Penundaan Pemilu
Dalam Perspektif UUD 1945”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalaelitige adalah sebagai
berikut:
1. Apa yang menjadi alasan konstitusional suatu pedapat dilakukan penundaan?
2. Apa yang dapat dijadikan landasan konstitusionalilumelakukan pengisian jabatan
presiden dan wakil presiden dalam hal dilakukanupdaan pemilu dalam perspektif
UUD 19457

METODE PENELITIAN
Tipe Pendlitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitigang berdasarkan pada norma-norma
hukum yang terdapat dalam norma hukum dan peratpeamndang-perundangan yang
berlaku serta berdasarkan pada data-data kepustdkaadekatan penelitian dapat disebut
dengan pendekatan perundang-undangan dalam hdhdang-Undang Dasar 1945. Di
samping itu juga melalui pendektan konseptual ydéngan mengkaji isu secara apriori

berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum.
Pendekatan M asalah

Pendekatan penelitian adalah pendekataan perunoetaggan dan pendekatan
konseptual yaitu dengan mengkaji permasalahaniténkaum tata negara yang kemudian
mendeskripsikan kajian tersebut berdasarkan paraperaturan hukum yang berlaku dan

berdasarkan teori dan konsep-konsep hukum.
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Sumber Bahan Hukum

Bahan bahan hukum yang menjadi landasan dari pianahi adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan terdiri dari
norma-norma dalam peraturan perundang-undangamnhakiat, yurisprudensi, dan
traktat. Bahan hukum primer yang terkait denganefigmn ini adalah Undang-
Undang Dasar 1945.

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang remgludan memberikan
penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer yankphen seperti penelitian para
pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, dan artikel ydmgrkaitan dengan objek

penelitian.
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakasatu berupa kegiatan studi
dokumen terhadap data sekunder untuk mengetahujefsmuan dasar sehubungan

dengan masalah yang akan dibahas.
Analisis Bahan Hukum

Data hasil penelitian ini dianalisi secara kuahtdfletode kualitatif adalah analisis
data dengan lebih menekankan pada kualitas atadarsidata tersebut, melalui data

sekunder yang sudah dikumpulkan dan diolah gunammeskan kesimpulan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alasan Konstitusional Suatu Pemilu Dapat Dilakukan Penundaan

Kata ‘penundaan pemilu’ sebenarnya sudah mengandstigh yang bertolak
belakang. Kata ‘menunda, berarti menghentikan atmmangguhkan suatu usaha yang
sedang berlangsung atau sudah berjalan, maksu@syats yang secara jelas telah diatur
dalam konstitusi. Sebenarnya pembahasan ini beaup@yncari kemungkinan-kemungkinan
yang masih samar dan yang berada di luar faktostkasi itu sendiri. Faktor tersebut bisa
berupa keadaan darurat yang memaksa untuk dicajdtan keluarnya. Kemungkinan-
kemungkinan itu bisa berbentuk upaya secara yuniolimatif atau legal dan melalui upaya
non-legal, yakni sosiologis-politis. Sebelum mendamungkinan-kemungkinan itu, hal
yang harus menjadi komitmen dan pijakan utama hdgbaya menerapkan konstitusi secara
“‘murni dan konsekuen”. Ketentuan-ketentuan yangakudecara jelas diatur di dalam
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konstitusi mesti diterapkan secara konsekuen damadliejalan utama. Begitulah sejatinya

suatu hukum itu dibentuk.

Peristiwa hukum konstitusional berbeda sama seladgan peristiwva hukum lainnya.
la merupakan peristiwva hukum yang berhubungan depgagaturan negara yang tidak ada
ketentuan peradilan dan sanksi hukumnya. la bulemat-mata berbentuk kasus atau
perkara yang mesti diadili di pengadilan. Peristikamstitusional adalah peristiwa di luar
pengadilan dan merupakan peristiwa kenegaraaan yamgmis. Dinamis dalam arti
konstitusi berhubungan dengan keadaan yang memmkagki terjadinya perubahan
kenegaraan, baik secara normal ataupun tidak natanatat(emergency Di sinilah kenapa
pakar hukum menghendaki adanya pengaturan konsyang luwes dan tidak kaku, baik
dalam hal materil maupun formil. Dalam hal matdyérarti kaidah ataupun norma di dalam
kostitusi harus mengatur yang pokok-pokok sajaktigerlu teknis dan rigid. Hal ini penting
untuk marwah konstitusi sebagai pedoman dan hulartmggi. Dalam hal formil berarti
harus disediakan prosedur yang memungkinkan subkamstitusi bisa relevan dengan
perkembangan. Dalam aspek formil inilah kemudiarsqedan konstitusional menjadi bukan
hanya persoalan yuridis-konstitusional saja, tetapnjadi persoalan yang lebih luas lagi,
yaitu persoalan hukum ketatanegaraan. Ketika suddkait dengan persoalan hukum
ketatanegaraan, maka aspek-aspek lain selain #wmistyakni aspek sosiologis-politis
menjadi suatu keniscayaan untuk diterima sebagpabalari faktor penting.

Banyak praktek-praktek ketatanegaran masa lalu yaagcerminkan sesuatu yang
secara legalitas disebut inkonstitusional, akasptediterima sebagai sesuatu yang mungkin
dilakukan karena faktor sosiologis-politis. Maklum@emerintah tanggal 14 November
terkait perubahan sistem pemerintahan dari sisteasipresidensial ke sistem parlementer
tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Demikida fgukait Dekrit Presiden 5 Juli 1959
yang sama sekali bertentangan dengan amanat kesnsBemua itu merupakan praktek
ketatanegaraan yang tidak memungkinkan hanya dilaa aspek yuridis-konstitusional

saja.

Kedua, memanfaatkan norma yang cenderuggecutive heavyntuk memberikan
ruang atribusi kekuasaan melalui pengaturan olemegatah. Kemudian, atas dasar amanat
Undang-Undang Dasar pemerintah merumuskan kebijalelalui TAP MPR dan Undang-

Undang, yang instrumennya sudah terkondisikan aetarat bundar. Ketika melalui
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Undang-Undang tidak mudah maka Presiden mengatumsjalui Peraturan Pemerintah
(PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Meui@n sebagainya yang merupakan
atribusi kewenangan pemerintah. Pola ini kerapriigan pada masa Orde Baru, kemudian
muncul sindiran sebagai ‘negara keppres’ dan ‘reegarizinan’. Bahkan arogansi Presiden
Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 merupakan benpeneraparexecutive heavytu

sendiri.

Dari sinilah kemudian penting sebuah kesadarantitosis Akan tetapi bergantung
pada watak manusia adalah sesuatu yang sangas ytopy kemudian disebut Mahfud MD
terlalu percaya kepada semangat atau watak orangatta sistem. Mahfud MD sangat keras
menyuarakan pentingnya pengaturan yang tegas mgkwytahal-hal pokok seperti tentang
pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia)(WAdviurutnya dalam perjalanannya
UUD 1945 beberapa kali menghasilkan pemerintahaang yotoriter, justru pemerintahan
negara relatif demokratis pada masa 1945-1959 galadnului dengan tidak memberlakukan
UUD 1945 melalui Maklumat X yang dikeluarkan olelakll Presiden tanggal 16 Oktober
1945.

Dari awal dibentuk, UUD 1945 memang mengandung &larcglah dan kelemahan.
Hal ini disadari sebab UUD 1945 dimaksudkan hamgidaku untuk sementara. la dibentuk
dalam waktu yang singkat sehingga sering diselhagse UUD kilat(revolutie grondwet),
mengutip pernyataan Soekarno pada rapat penetag@n1945 tanggal 18 Agustus 1945.
Kenyataan ini bisa kita lihat pada aturan tambab&lD 1945. Kelemahan ini kemudian
dimanfaatkan oleh pemegang kekuasaan untuk melakpiaktek-praktek ketatanegaraan
yang manipulatif dan menjadi alat legitimasi pemizian diktatorian. Kenyataan ini
dibuktikan dengan terjadinya kristalisasi UUD 1%&fama kurun waktu 1945-1999. la tidak

Asas legalitas merupakan salah satu ciri dari medarkum untuk memberikan
kepastian hukum. Tindakan hukum hanya berdasarkda pda atau tidaknya hukum yang
mengatur. Manifestasi hukum sebagai panglima tgtin(supremasi hukum) bisa
terselenggara secara konsekuen termasuk dalanukaihketatanegaraan melalui undang-
undang dasar. Isu penundaan pemilu termasuk melaaggs legalitas karena pada pasal 22
E UUD 1945 secara tegas dan jelas disebuthkmmilihan umum dilaksanakn secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adibgelima tahun”.Pada ayat (1) secara jelas

menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan seiiag fahun sehingga tidak ada ruang
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penafsiran lagi. Pemilihan umum mencakup pemilil#®R, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan DPRD. Terkait pemilihan presiden deakil presiden ini memiliki
penekanannya tersendiri. Sebab selain diatur padal 22 E, ia juga terikat pada pasal 7
yang berbunyi'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanns&léima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yaagha hanya untuk satu kali masa
jabatarf. Pasal 7 jelas mengisyaratkan adanya pemilihasigen dan wakil presiden setiap
lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam P&s&. Penundaan pemilu berarti termasuk
pula penundaan pemilihan presiden dan wakil preside

Penundaan pemilu sangat jelas bertentangan dengdn 1945. Bahkan tidak ada
pengaturan tentang pemberlakuan diskresi samai sgtahgga tidak ada alasan yang bisa
dijadikan dalil untuk menunda pemilu. Berbeda dengangaturan dalam Undang-Undang
yang memungkinkan untuk mengupayakan atribusi keamgen melalui pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pegpabila terjadi situasi kegentingan
yang memaksa. Satu-satunya upaya yang bisa dilakattalah melalui amandemen UUD
1945 seperti diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37ndemaen UUD 1945 adalah jalan yuridis-
konstitusional satu-satunya yang bisa ditempuhlsébhdemikian diatur dan amanat UUD
1945 itu sendiri.

Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Passudah dilakukan sebanyak
empat kali. Akibatnya terjadi perubahan signifikarhadap sistem ketatanegaraan Indonesia,
sebut saja pembatasan kekuasaan presiden yangiseketdt, pemilihan presiden secara
langsung, dan perubahan status kedudukan MPR sébandpaga tertinggi negara, kemudian
disebut Prof Jimly Asshiddigie sebagai perubahan sistem pembagian kekuasaan ke
sistem pemisahan kekuasaan yang menekaokaoks and balanceSebelum 19 Oktober
1999, Indonesia tidak pernah melakukan amandentaea sakali sejak awal ditetapkannya
UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kwrakiu 54 tahun itu UUD 1945 tidak
disentuh sama sekali, padahal sejak awal ditetapkdD 1945 hanya bersifat sementara
sebagaimana diatur dalam aturan tambdbaam bulan setelah terbentuk, MPR bersidang
untuk menetapkan UUD 1945 secara resniial ini kemudian disorot Prof. Harun Alrasid
bahwa UUD 1945 belum pernah sama sekali ditetagemara resmi. MPR seharusnya

menetapkan dulu UUD 1945, baru kemudian diamandesasunai ketentuan Pasal 37. Pada
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kurun waktu 54 tahun sebelum amandemen pertamtenmsigetatanegaraan Indonesia
sebenarnya mengalami banyak sekali dinamika dahktgiraketatanegaraan yang kerap
bertentangan dengan isi UUD 1945. Apakah kemuditans ini negara yang kita jalankan
ini inkonstitusional? Demikian, estafet kenegaramrerus berjalan sampai sekarang. Tentu
persoalan ini harus dipahami secara utuh dan memyel Hal ini menyangkut wibawa

berbangsa dan bernegara ke depan. Sejarah ini a&atu disaksikan secara historis oleh
generasi selanjutnya. Jangan sampai menjadi presgdeg berdampak buruk karena

kurangnya pemahaman secara utuh dan menyeluruh.

Di bagian awal disebutkan bahwa konstitusi tidakylaabermakna sempit sebagai
yuridis-normatif. Konstitusi pada mulanya merupakangertian yang sangat luas mencakup
pengertian sosiologis-politis. Pada awal pembahdsabutkan bahwa konstitusi tidak hanya
melulu persoalan materil yang bersitlds sollen Konstitusi juga menyangkut pengaturan
ketatanegaraan yang selalu berubah dan berkembangsini perlu dikaji dalam perspektif
ilmu hukum ketatanegaraan sebagai sebuah doktagaiBianapun konstitusi merupakan
sub-sistem atau objek dalam hukum ketatanegaraaangdh demikian keabsahan

konstitusional itu juga menyangkut keabsahan memakirin hukum ketatanegaraan.
Konvens Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan kadang pula disebut sebagaentions of the constitution
merupakan suatu praktik atau kebiasaan dalam ke@dsaan yang sama sekali di luar
ketentuan konstitusi atau bertentangan dengan graiagiang dasar. Bagi suatu negara yang
bentuk konstitusinya tidak tertulis seperti Inggdan Israel, konvensi ketatanegaraan
bukanlah hal yang tabu melainkan ia merupakan kaossitu sendiri. Berbeda hal dengan
negara yang menekankan pada kodifikasi hukum seépeédnesia yang tidak terbiasa dengan
kovensi ketatanegaraan. Namun, praktek tersebuer@yed kali terjadi dalam sejarah

dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa konvensi ketatarean tidak mesti suatu kebiasaan
yang berulang-ulang, ia juga berbentuk praktek{etalyang mungkin hanya terjadi sekali
(constitutional usagesKonvensi yang berbentuk kebiasaan seperti pikat@garaan yang
awalnya dilakukan Presiden Soekarno di depan ispatia tanggal 17 Agustus sebagai
bentuk pertanggungjawaban selaku pemimpin besatusy Kemudian dipertahankan pada
masa orde baru dengan format yang lebih resmi. Reda Presiden Soeharto disampaikan
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di depan rapat paripurna DPR yang berfungsi meng#@mp nota keuangan dalam rangka
rancangan APBN. Sampai sekarang pidato ketatareagaegara rutin dilakukan setiap tahun

sekali pada momentum hari kemerdekaan.

Sebagai sebuah mandat, Supersemar tentu bersifi@ntsa yang sewaktu-waktu
dicabut dan diambil alih. Ditopang kekuatan miliggang dominan akhirnya pada sidang
umum, MPRS mengangkat Jenderal Soeharto menjaakgagia tugas presiden dalam kurun
waktu 1966 sampai 1968 tepatnya sebelum MPRS ayeket Soeharto sebagai presiden
definitif. Peristiwa ini merupakan tindakan revolusukum ketatanegaraan meskipun
perbedaan yang sangat tipis sekali untuk disethdgse praktek konvensi ketatanegaraan.
Bagaimanapun revolusi hukum pernah terjadi di Iedtan disebabkan adanya kekacauan

politik dan keadaan darurat.
Revolus Hukum

Tindakan revolusioner merupakan cara tidak norraabykerap didorong oleh faktor
politik. Sebab merupakan tindak politik maka canissebetulnya bisa disebut tindakan di luar
hukum sebagai inkonstitusional. Inkonstitusiondadearti tidak ada pembenaran dan dasar
konstitusinya sama sekalcontra legal) Kebenarannya hanya ketika ia diterima sebagai
suatu keharusan, sebab situasi politik dan kenagayang kacau. Tindakan revolusioner
sebenarnya sesuatu yang lazim terjadi di dalamadomiitik dan ketatanegaraan. Bentuknya
bisa dengan perubahan sistem negara, pemisahabeatgua pendirian negara baru. Banyak
contoh yang bisa kita lihat seperti kemenanganlusv&kaum Bolsjevik di di Rusia tahun

1926 yang berdampak pada perubahan besar dalam sisgara.

Kalau diamati dalam perspektif ilmu negara dan tpolihampir seluruh negara
mengalami tindakan revolusioner. Setiap negara yaegleka kemudian menjadi negara
baru, sebenarnya hal itu merupakan tindakan resmheir. Negara yang merdeka pada
mulanya bukan melalui proses hukum yang legal testitusional. la lahir dari peristiwa
sosiologis yang berubah menjadi format politik. Bat kemerdekaan itu didapat melalui
sebuah perlawanan terhadap sebuah negara indukmamguasainyénederlander)yang di
dalamnya terdapat hukum atau konstitusi yang jugigaku di wilayah yang didudukinya
(inlander). Perlawanan merebut kemerdekaan kemudian membesfydra baru, bukanlah
tidak dibenarkan. Sebab hal ini menyangkut perats@siologi-politis yang kebenarannya
dilihat secara faktual atguost-factum Ambil contoh Indonesia yang awalnya hanya sebuah
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abstraksi kemudian menemukan bentuknya sebagaalsei®gara merdeka dan selanjutnya
dapat dipertahankan dan diterima keberadaannyaarblegang sebelumnya tunduk pada
aturan di bawah hukum Hindia Belanda dan Pemeantdiepang.

Ketiga, runtuhnya negara federal RIS setelah negara bageryatakan diri keluar
dari federal yang dipelopori oleh Negara Repubhikidnesia bersama negara Indonesia
Timur dan Negara Sumatera Utara. Konstitusi RI&rseotomatis diganti dengan konstitusi
baru yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sarae(UUDS) 1950. Kekosongan
kursi Wakil Presiden yang dihapus pada masa RI8kupertama kalinya jabatan wakil
presiden dipilih dan diangkat sendiri oleh Presideada masa UUDS 1950 berlangsung
sistem pemerintahan parlementer di bawah perdamaemePada masa ini juga dibentuk
Majelis Konstituante yang ditugaskan untuk meruransdan membentuk Undang-Undang
Dasar atau konstitusi baru. Akan tetapi karenangéotpersidangan di samping kerasnya
dinamika politik, majelis konstituante tidak sempa¢nyelesaikan tugasnya. Istilah ‘tidak
sempat’ untuk menyatakan bahwa yang sebenarnyan iglek mampu menyelesaikan tugas.
Akan tetapi, delapan bulan sebelum waktu yang dkderberakhir, Presiden membubarkan
majelis konstituante melalui Dekrit Presiden tann@ggauli 1959.

Dekrit Presiden

Banyak yang menyayangkan dikeluarkannya dekrit gaabasebuah tindakan
inkonstitusional. Disebut inkonstitusional karenaedtden melalui dekrit tidak berhak
membubarkan majelis konstituante yang dipilih s&#dangsung melalui pemilihan umum.
Mohammad Hatta menyebut dekrit ini sebagai bentudteka ataucoup d'etat.Menurut
Wilopo, konstituante sudah hampir menyelesaikantaeR0 persen materi pekerjaannya.
Jadi tidak benar anggapan bahwa majelis konsteutidek berkomitmen menyelesaikan
tugasnya.

Ada dua pokok isi dari dekrit 5 Juli 1959, yaitumgmubaran majelis konstituante, dan
pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitugjare Dekrit ini beralasan demi
menyelamatkan  bangsa dari perpecahan dan keamanakyat r berdalih
staatnoodrecht/noodstaatrechAlasan pembenaran ini disangkal oleh beberapa pakar
Menurut Yusril Thza Mahendra keadaan negara mas#dak cukup alasan untuk disebut

‘darurat’. Satu-satunya keadaataatnoodrechtdalam sejarah ketatanegaraan Rebuplik
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Indonesia pada saat Agresi Militer Il ketika Presidlan Wakil Presiden serta sebagian besar

pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belarfda.

Terlepas dari perdebatan terkait keabsahannya,ranegalah berjalan sejauh ini.
Menurut Prof. Logeman hal itu merupakan sebuahlusvbukum yang kebenarannya dilihat
secarapost-factun?. Faktanya Presiden Soekarno berhasil mempertahalakaykah dan
keputusannya. Sebaliknya jika gagal Presiden SneKkaisa saja mendapatkanpeachment
sebagai‘coup de ‘etat’ atau sekurang-kurangnya telah melakukan tindakatawan
konstitusi. Hal ini pernah terjadi kepada Presidens Dur usai mengeluarkan Dekrit

Presiden pada tanggal 23 Juli 2001.

2. Landasan Konstitusional Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal

Dilakukan Penundaan Pemilu

Sebelumnya telah disebutkan beberapa alasan kanstial yang memungkinkan bisa
dilakukan penundaan pemilu. Di masa depan bukantidak mungkin hal demikian
dilakukan, mengingat dinamika ketatanegaraan yafajusberubah seiring waktu dan terus
berkembang. Isu penundaan pemilu 2024 bukan semattawacana belaka, ia merupakan
penegasan sebuah watak/karakter berbangsa damgaexyang bisa kapan saja tumbuh.

Pemilu merupakan bentuk pengejawantahan kedautatgrat yang disebut sebagai
demokrasi. Demokrasi hadir untuk menopang tersgkgya cita-cita negara hokum agar
terus berjalan. Dalam negara hukum bahwa kedautaky@at adalah esensi dan kunci utama.
Sebagaimana dikatakan demokrasi tanpa pengatutammhakan kehilangan bentuk dan

arah, begitupun negara hukum tanpa demokrasi adasitakgan makna adalah benar adanya.

Pemilu diselenggrakan untuk memilih DPR, DPD, Riasidan Wakil Presiden, dan
DPRD seperti bunyi Pasal 22 E ayat (1). Semua iwupakan instrumen negara untuk
mencapai terselenggaranya negara menurut pringipspkan kekuasaan. Rakyat sebagai
kesatuan individu tidak mungkin menyelenggarakagare tanpa dibentuk lembaga khusus
berupa jabatan kekuasaan baik pemerintahan atappdemen sebagai penyeimbang.
Jabatan tersebut dipilih dari rakyat, oleh rakyah dintuk rakyat. Secara umum pemilu
berlangsung secara periodik sebagai konsekuens bayi semangat konstitusionalisme

untuk melakukan pembatasan kekuasaan. Kekuasapa t@mbatasan akan cenderung

2yusril lhza MahendraDinamika Tata Negara Indonesi&ema Insani Press, Jakarta, 1996, him. 83
3.
Ibid
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berbahaya. Lord Acton mengatakagower tends to corrupt, power absolutely corrupts
absolutelyDari sinilah pembatasan periode kekuasaan sangahg&lan pokok untuk diatur
secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar.

Penyebutan pemilihan umum dilaksanakan setiap fahan sekali dalam Pasal 22 E
memberikan pengaturan bahwa batas periode kekudsaaya berlangsung lima tahun
setelah itu dilakukan pemilihan kembali. Berbedagd® yang lain pengaturan batasan
kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden diatur lkebiat. Selain terikat pada Pasal 22 E,
kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden juga dialandPasal 7 dangan pengaturan yang
lebih spesifik, Pasal 7 berbun{iPresiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan
selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih ledindalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatanJabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya bsdagglua
periode, tidak ada ruang bagi Presiden dan WakisiBen bisa dipilih kembali untuk yang
ketiga kalinya.

KESIMPULAN

Secara normatif, penundaan pemilu sangat jelagriiartgan dengan UUD 1945.
Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah medahandemen UUD 1945 seperti diatur
dalam Pasal 3 dan Pasal 37. Amandemen UUD 194&hagdan yuridis-konstitusional satu-
satunya yang bisa ditempuh sebab hal itu diatuandaUUD 1945. Namun, peristiwa
konstitusional termasuk pula dalam urusan hukuin tagara. Dalam perspektif yang lebih
luas pengertian konstitusi juga menyangkut persoalasiologis-politis selain persoalan
yuridis-normatif. Oleh karena itu, sangat pentingngkaji persoalan konstitusional dalam
perspektif ilmu hukum ketatanegaraan bahkan pulalmesudut pandang ilmu negara dan
melalui ilmu politik sebagai sebuah doktrin. Secaraum ada beberapa yang dijadikan
sebagai sumber hukum ketatanegaraan, yaitu: (a)aigndndang dasar/konstitusi dan
peraturan perundang-undangan tertulis: (b) Yuridpnsi peradilan; (c) Konvensi
ketatanegaraaftonstitusional conventionjd) Traktat atau hukum internasional tertenty; (e
Doktrin ilmu hukum. Kemudian, berdasarkan ilmu hwktata negara dan mengacu pada
pengalaman historis ada beberapa upaya yang lgghkdn alasan-alasan untuk melakukan
penundaan pemilu, yaitu: (1) Amandemen UUD 194%,K@nvensi Ketatanegaraan, (3)
Revolusi Hukum, (4) Dekrit Presiden.
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